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'-Tz; z.far: in. mengz{pas z‘em‘ang berbagaz }Jal & sgimtar pembuatan :ée'_ 4
|| bidang & ;éeamanaﬁ dan Retertiban masyarakat. Dikemukakan, misalnya, kritik merzgmaz

_' : embaﬂgaﬂ pemabdman z‘mtang kamiibmas, cara paﬂdaﬂg aparat z‘mraﬂ 'j
kamtzbma.} Serta Yeplang mitos yang tumbub dalam Ppenanganan masalab kamtzbma.r

PENI}AHULUAN

asalah keamanan dan keter-
tiban masyarakat (kamtib-

mas) dewasa ini telah menjadi salahsatu

masalah terpenting yang harus diatasi
oleh setiap pemerintahan baik di pusat
maupun, tetlebih lagi, di daerah. Anca-
man kejahatan, prevalensi penyim-
pangan serta potensi ketidaktertiban
di banyak tempat di Indonesia yang
secara kuantitatif dan kualitatif
meningkat meountut semakin besarnya
alokasi perhatian, besarnya anggaran
serta membengkaknya perkuatan aparat
keamanan. Semua pemerintah daerah,
demikian pula pemerintah pusat, perlu
memperhatikan hal itu jika ndak ingin

itu, hingga beberapa Waktu e "de_:pan,
ragnitnds kebijakan di bidang kamtib-
mas (khususnya untuk level perkotaan)
akan tetap strategis mengingat, berhasil
atau tdakaya kebijakan terseburt, ber-
jalan atau tidaknaya kebijakan tersebut,
akan membawa dampak yang jauhb.
Sudah bias diduga bahwa darmapak ter-
sebut bisa mencapai wilayah politik,
selain juga wilayah ekonomi, ‘sosial
budaya dan lain sebagainya.

RENTANG MASALAH

Seharusnya, permasalahan di
bidang kamtibmas bermula dari adanya
kejahatan dan ketidaktertiban di masya-
takat itu sendiri. Namun, bila dikritisi,

mendapat kritk dar masyarakat.

Terhadap itu semua, tentu saja,
diperlukan semacarmn payung kebijakan
di bidang kamtibmas yang memadai,
tepat dan solutif. Berkaitan dengan

persoalan awalnya ternyata “adak se-

mudah yang diperkirakan.

Persoalan pertama-tama terletak
pada pendefinisian masalah kejahatan
dan ketidaktertiban itu sendiri. Betapa-

#  Tulisan ini untuk pertamakalinya dibuat dan disampaikan dalam rangka Pelatihan Community-Based
Development, kerjasama Pemda DKI dan Lab Sosio FISIP Ul, Jakarra 2 Oltober 2001. Untuk
kepentingan publikasi ini, telah mengalami revisi besar.
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pun_@czspektsf };egal (yang lalu meng-
“hasilkan keadllan bukum — Zgal justiee)
menguasai pemahaman masya-
f{kh!sstisajé pihak-pihak perancang
akan), namun kini semakin terasa-
C o kan perspéknf perspcktlflam turut juga
o mémpeﬂga.tuhl pe:rsepm dan kesadaran

- Dewasa ini, sesuatu disebut
sebagal t{:rmasuk kejahatan dan ketidak-
terriban tidak ';iéftﬁma—tama karenaada
amraﬂ atau hukurn yang menyebutkan
atau “mengatur suiate perilaku sebagai
‘terlarang atav jabat. Persoalan politik,

persoalan psikologis, persoalan komu-
nikasi atau bahkan persoalan ekonomi
it sendif bisa snempengaruhi pada
terbenmknya hal-hal yang dianggap
;ahat, meaylmpmg dan tidak tertib ifu.

Ak{bat lebah lanjut, keberadaan
ae;ahatan penyimpangan dan ketidak-
tertiban tidaklah sepenuhnya merupa-
kan permasalahamn hukum (lga/ prob-
lerz) saja. Secara simultan, hal itu juga
bisa menjadi masalah sosial (socal prob-
lem), masalah psikologis (psychological
pmblem) atau gabuzngan masalah psiko-

» ;sosm! sekahgus {Elliot, 1952 D

perlu dilakukan, demikian pula kebija.

kan yang petlu dibuat, guna menang{* -
gulangi masalzh kamiibmas it sendm.._:.: :
juga menjadi semakin beragam, meiuas :

dan mudzah terkomplikasi atau. ter.
distorsi oleh berbagai hai. '

Yang ironis, terdapat situasi di
mang apa-apa yang sudab d;forma_}»;m
dikodifikasikan atau dinyatakan demg:m_ -
tegas sebagax terlarang ataupun u_d
boleh dilakukan atau sebagai kf:;ahatan
ternyata tidak mampu ditegakkan oleh

aparat yang bertanggungjawab itu
sendirl. Tentunya, tersedia se]umiah
alasan mengapa aparat menyatakan:
atau setidak-tidaknya terlihat, tidak
mampu melakukan itw. Terdapat pula
sttuasi ditnana apagat ternyata tidak
mau (dapat pula dibaca sebag'.:ii
‘menghindar’) menggunakan hukum
sebagai alat pengukur perilaku guna
mengelak dasi kenyataan bahwa mereka
harus menegakkan hukum tersebut.

Singkatnya, pada konteks kebija-
kan, masalah kamtibmas tidakiah banya
diperankan oleh para pelaku gangouan
kamtibmas itu. Masalah kamtibmas,
hingga titik yang signifikan, juea di-

Hal tersebut tentu saja mem-
pengaruhi semakin banyaknya rentang
masalah yang lalu disebut sebagai
kondisi yang tidak aman, yang menakut-
kan atau yang menjadikan kita terpaksa
mengubah perilakua. Seiring dengan
itu,-hal lain yamg kerap tidak kita

sumbangkan oleh kinerja aparat peme-
lthara kamtibmas maupun ketersediaan
payung hukum yang memadai. Bahkan,
ketika aparat tersebut terlibat peme-
rasan, perampokan, perilaku brutal
dan perkelahian antar aparat (Forum
Keadilan, 1998; Kompas, 2000; Tempo,

sadati adalah;, balrova dengan memasuk-
kan fakior-faktor non-hukum dalam
konteks kamtibm as, pendekatan yang

2003), menjadi jelaslah bahwa aparat
juga menjadi penyumbang ketidak-

amanan.




"_?EMN&JEMMN UTAMA -

L ecaraiegal formal, pemain utama
selaku” - perancang kebl]akaﬂ bxdang
. 'kamubmas dan sekahgus sebagai ckse-
- 'kutornya adalah kepolisian. Namun,
. keuka bidang ini:sudah tali-bertemali
dang—bi_dang_ lain, dimana
an dan ketidaktertiban bisa
Wal deﬁnkmn pula akhir bag1
R : _'aiah—masalah 1am, ]eiaslah
: ':tzciak hanya kepohsmn yang bermam
.-dalam hal 1m 4

_ Dalam konteks fungsx penmptaan
kcamanan dan pemehharaan ketertiban,
aparat zmhter (khusnsrzya aparat teri-
tona}) pemah dan masih memniliki ke-
pentingan dan coucers menyangkut hal
i, Tidak hanya it, aparat sipil yang
diorganisir oleh Pemerintzh Daerah
DKI seperti Satuan Ketenteraman dan
Ketertiban  (Tramtib, Satpol PP)
maupun aparat yang diorganisir pihak-
pih_a_k lain seperti Departemen Dalam
Negeri (Linmas) Pertahanan Sipil
{Hansip), Keamanan Rakyat (Kamra)
araupun Sistem Keamanan Lingkungan
{Siskamling). Terakhir, yang juga harus
disebut ‘menyumbang pada stabil
tidaknya kamtibmas adalah satgas yang
kini. dimiliki lebih dari 10 parpol

= ke

batas dapat dlmaknai pula 'sebagal:

bagian dari fungsi penciptaan keamanan
dan pemeliharaan ketertiban, Pihak-
pihak  tersebut ‘misalnya’ .k_fe}_aksaan,
pengadilan, imigrasi, bea cukai maupun
lembaga pemasyarakatan. Pada tataran
inipula terdapat para polisi: khusus
kereta apiatau polisi hutan (}agawana)

- Pibak-pihak yang memﬂlk.t ke-
wenangan dalam konteks pemeliharaan
kamtibmas ini dewasa ini telah menjadi
sekian banyak komunitas aparat yang
secara sendiri-sendiri atau :_;bérsama—
sama memiliki kepentingan . serta
permasalahan yang khas, ?;grs_odan
yang biasa dimengerd dengan konteks
“jatah”, “setoran”
“rebutan lahan”

, “lahan” atau
adalah satu dari
beberapa petsoalan menyangkut aparat
itu sendiri (Suara Pembaruvan, 1999
Kontan, 2000). Alhasil, sebagmana
disinyalir di atas, bahwa  salahsatu
masalah kejahatan sebenarnya men-
cakup pula masalah yang dmmbulkan
oleh aparat itu sendirl.

Diluaritu, pthak-pihak yang furat
terlibat serta berkepentingan (sfake-
holders) namun tidak memzhki _peran
formal, adalah masyarakat sendiri selakn

" (Supriyanto, 2002).

" Dalam konteks lebih luas, satuan
pengamanan di berbagat instansi, kantor
dan tempat-tempat usaha, bila dikelola
melalui suatn kebijakan yang progresif,
akan menjadi variabel positif bagi
upaya pemeliharaan kamtibmas.

sumber kejahatan dan keddaktertiban

serta selaku pihak yang paling me-
rasakan akibat dari kejahatan dan
ketidaktertban itu sendiri. Secara ter-
serak, masyarakat memiliki minat dan
kemampuan untuk mempertahankan
dan melindungi dari ancaman kejabatan,
ataupun tetap bergerak dalam dinamika

~+Secara lebih kurang sistemik
dibanding sebelumnya, terdapat pula
pihak-pihak lain yang terlibat dalam

yang menjauhi ketidakterdban. Namun
demikian, minat dan kemampuan it
terkadang tidak bisa secara sisternatis




eahsasﬂ;an dalam bentuk tekanan
un pengaruh dalam pembentukan
ékan bldang kamtibmas.

Mungkm 1mlah penjelasannya
ngapa nndakan main hakim sendiri
agal contoh wala.iupun marak ter-
© jadi; namun tzdak pernah cukup populer

apalagi sampai dianggap sesuatu yang
diterima dan dapat berlangsung lestari
Mehala 2001)

Sebahknya selaku stakebolders
dalam konteks sumber dari kejahatan
‘dan ketlda.ktertlba.n masyarakat sendirt
melahukan ‘para penjahat dan atau pe-

nynnpang sosial tersebut. Cara pandang
‘ni melibat perkembangan masyarakat
_ n_:_u__ _s;_:ndm_l_a_h VAMg secara umum me-
lahirkan kualitas kejahatan dan penyim-
pangan tertentu, yang kemudian
dapat dicari akar sosialnya dalam situasi
Jetika i,

Secara kasusal, memang terdapat
ke}ahatan dan penylmpangan yang me-
lambung jauh dari perkembangan
‘masyarakat ketika i, yang dapat di-
‘terangkan sebagai dinamika tak terukur

~-dari Suatu masyarakat. Sebagai contoh
‘saat usia pengenalan kita dengan in-
‘ternet kurang dari satu dekade, aneka
-modus pembobolan situs (hacking) telah

penyimpangan tersebut (thSusny o
yang berasal dari bentuk-bentuk

tentu) memungkinkan ter}admya; L

dinamika yang melompat-lompat;
dari pol» yang seharusnya terjac

IDECLOGI

S

Yang dimaksud dengan Ldeologx _
dalam hal ini adalah pikiran atau mouf -
utama yang melatarbelakangi su .

kegiatan yang dilakukan aparat: ke—“:_-f-._ -

amanan dan terkait dengan masaiah:-f"
kamtibmas. Tentu saja bisa dlkatak_ag
bahwa ide atau motif yang berbeda:
beda akan melahirkan format kebijalcan,
demikian pula kegiatan, yang tertentu !
dan berbeda pula. ;

Pertarma-tama, dapat disebutkan
bahwa bila masih kerap berkernb_a_pg
ide untuk melihat kejahatan dan pe-
nyimpangan sebagai sepenuhnya musnah
dan tuntas. Maka, tampilan kegiatan-
kegiatan baik yang dilakukan oleh polisi
maupun aparat lainnya amat banyak
ditandai dengan semangat ‘menghabis’,
‘menumpas’, ‘menghancurkary’, ‘perang’,
‘abrak’ dan aneka kata superlauf .
lainnya.

Sebaliknya, bila disadari bahwa
keiahatan dan _penyimpangan ‘oleh

dapat dilakukan oleh orang Indonesia
{ingat kasus pembobolan Bank BNI
oleh .dua pemuda di New York me-
lalui Zapiop)..

Kejahatan dan penyimpangan,
secara logis memang seharusnya me-
miliki akar sosial, yang menjadikannya

w“fpﬁamqwimwda@aﬁtbih—muézh-ﬂ

terangleanataupun ditanggulang]. Namun,
dalam kenyataanmya, kejabatan ataupun

manusia tidak akan pernah lenyap di
muka bumi ini, setidak-tidaknya upaya
untuk melenyapkannya harus dengan
cara yang lebih serius, maka idc_itu
akan tertuang dalam konsep-konsep
yang kerap dibahasakan menjadi ° pe-
ngendahan penurunan pengu—

menekan baik angka dan kuahtas
gangguan kejahatan dan penyimpangan.




: .-._ide tetsebut seiaﬂ]utnya Juga:: akan__.

_ -melamrbelakaﬂgl dzp}.hhnya bentuk ke-
: -g}atan -

Dpera51 khusus atau ‘operasi yang ber-

_iténtu apakah it opezaSL—'

sifat rutin; demlkmn pula perkuatan
(efg%rwmmz‘) yang dikerahkan serta ke-
_ teramp}l j?ang dlbut:uhkan

. 'Dalam konteks semangat menghancur~

- .kan ke}ahataﬂ mlsalnya ‘maka operasi

' szfat Jbac;é z‘éerzgpj yang disertai dengan
dukungan satuan pthI pemukul (polisi
Dalmas, Sabhirz dtau bahkan Brimob)
lebih dlsukm oleh “banyak kalangan
polisi maupun juga’ kelompok masya-
rakat yang menginginkan segera kembali
normalnya roda kehidupan (betapapun
hal‘itu tdak menyelesa.}.kan akar per—-
masalahannya) A NEY Y

D1 plhak Ialn  bila ‘bﬁker)a
dlbawah pengaruh 1de pengenda.han
maka : nampakaya kegiatan-kegiatan
vang -lebih -kontinyu, sistematis . dan
berjangka panjang, akan menjadi
prioritas. Hal mana akan jauh lebih
baik, walaupun tidak populer, bila di-
lakukan oleh polisi yang berorientasi

komunitas (seperd satuan polisi yang

ens terbatas Wak‘unya ber— '

.' banyak : dibgngdn dan- hid;ip;:-z.bérkat-

mitos-mitos’ yarig ‘khas di- 'b'i&ang ini.
Contoh ‘dari mitos tersebut adalah
sebagai berikut: (Pe:pmsky & ]esllow
1984): s

% K_e;ahatan tengah mem"gkat dan
semakm sadls -

o _Ke}ahatan pada umumnya dﬂal«.ukan

-orang miskin.

| 5 Ada kaiangan yang iebih taaf: hmkum

B 3dibandmg yang lam

*__..Ke}ahatan kemh putlh tldak me-
..ngandung kekerasan. .

* "Orang kaya atau imskm 1tu sama di
"depan hukum.

* Hukum menjadikan ses.é.ox;uﬁg ber-
perilaku baik.

* Penghukuman seimbang dengqn
:'ke;ahatan

' Kerepotan vang lain ':'"_éc_i.alahj
betapapun mitos-mitos di atas sudah
tersingkirkan, namun tetap 's'aj_a secara
bawah sadar banyak orang cen_ciemng
melakukan sesuatu yang . membawa
hasil cepat (quick yielding) .dan-dilakokan

.dengan cara yaog terlihat, seolah-olah,

bertugas di kewilayahan). .

- 'Rep'otnya,. eksistensi ideologi
tertentu (yang kemudian diteruskan
dengan iangkéh langkah yaﬁg sejalan)
ternyata tidak selamanya didukung oleh
data akumt asumsi yang tepat serta

_mmkaior—mdm:&mr capalan vang juga

Ngagah Dalam kaitan itu, pendekatan

paramiliteristik ala Brimob ‘misalnya,
masih jauh lebih populer ketimbang
pendekatan ala Bimmas (lihat Harsono,
2001).

Dewnasa ini, kebijakan kamtibmas
sudah mulai menj jauhi model Lebi akan

terukur. Pada beberapa hal, bahkan
ditengarai ideologi yang dimaksud lebih

yang menekankan hukuman (penm‘cy )

ataupun pemberian nsentif (Schulte,




1_9 7)'; Sebahknya, telah terdapat aneka
: .modcl yang dapat dipergunzkan secara
' ariasi’ -tergantung situasi dan
ruban. ‘Terlepas dari pengetahuan
_:'kernampuan aparat kamtibtnas
m mempcrgunakannya ancka
“‘model tersebut adalah sebagai berikut
- (Bngha.m & onwn 1980):

Kebl;akan “kems (heavy handedness)
3 Strategi “stick and carror”.
Penmptaan penangkalan (deterrencs).
*. Strategi penghukuman sebagai
- retribusi.
¥+ Pelepasan dai ancaman hukuman
i f..___s_ebaga_i_ insemtif.
% Pemberian fasilisasi dan regulasi.
i ;.'Mendoang kesukarelaan dan pem-
.- berian ijin.(consen).
*  Pemberian . restitusi dan kom-
.pensasi.
* '_'?embeﬁan subsidi.
5 "Mekahismc ?cngendalian

MASM KE_]AHATAN

_ Apa yang diuraikan diatas, pada
dasarnya hanyalah beberapa faset dari
permasalahan yang terkait dengan upaya
pén__c_egahan: dann pengurangan ke-
jahatan; hal mana bisa jadi amat berbeda
dengan pemahamman populer masya-

rakat Juas perthal bagaimana seharusoya ...

hal itu ditangani.

' Maka, secara lengkap, pema-
haman kriminologis perihal kapan
kejahatan menjadi “masalah” adalah
apabila:

*  Tidek terjadi.
*  Terjadi terlarmpau sering/banyak.

*  Tidak mampu lagi atau sulit ; untuk
diungkap/dikembangkan poh51 B
Terlampau banyak tercatat; .
Kurang tercatat. i
Tercatat secara berbeda- beda
Terlalu banyak kasus yang t[dax'
selesai. L
* Teralu banyak yang tidak dl—
laporkan. g8
*  Pelako kejahatan berbeda/ a&a pe-
main baru.
*  Pelaku kejahatan dibukum texiaiu"
rendah/berat.
*  Masyarakat tidak metnberi res-
pons/apatis. '
*  Masyarakat terlalu intens membem
respomns.
*  Peta kejahatan berubah. ;
*  Urntan seriusitas kejahatan ber—»
ubah.

Telah disebutkan bahwa aparat
memiliki cara pandang, kalau tidak
hendak menyebut ideologi, mengenai
apa itu situasi aman dan tidak aman.
Terhadap ketidakamanan yang memang
telah diantisipasi, umurmnnya aparat tidak
lagi melihataya sebagal “masalah” yang
perlu ditangani secara khusus. Cara
pandang yang mmelibat hal jiu sebagai
hal rutin, dan ditangani dengan meka-
nisme yang rutin pula; teritunya berbeda
dengan bagaimana kita (sebagai korban
atau sebagai anggota masyarakat) me-
lihat kejahatan dan penyimpangan.

#* W K ¥

Seperti disebutkan, situasinya
menjadi berbeda bila yang menjadi
korban adalzh seorang petinggi negeri,
misalnya. Atau, korban yang jatuh

*  Terlalu eksesif/sadis.
¥ Tidak lagi memiliki motif sebagai-
mana biasanya.

cukup banyak dan tewas secara sadis
pula. Demikian pula bila suats kéjahatan
terjadi di tempat dan wakte yang “tidak




o '_‘.:_Bijm

' '_:bmsapya” Kendakb,lasaan 1wlah yang
kem "d_ipersepsiscbagaxﬁ‘ masalah”

L V.MEKANiSME PEMBI}A’I‘AN KE-

: pentmgnya untuk di-
. _":'_"bicarakan adalah - mckamsme pem-
: ._:.':buataﬂ kebl;akan di bzdang karnubmas
~*dalam: merespons dinamika ka_mﬂbmas

. d1 suam_masyarakat Pada sub ini di-
2 -'.--.'.:bicarakan beberapa hal yang terkait

._fdengan mekamsmf: tersebut serta sekﬁas
."permasaiahannya o

: Berblcara tentang foxmat ke-
_bi}alm_n di bidang kamtibmas, maka
‘dengan mudah dapat dibagi : dua :

Pertama, kebijakan y’aﬁg secara
iangsung, terfokus dan memiliki motif
atama men}rangkut kamtibmas, Se-
luruh kebijakan yang dikeluarkan oleh
Kepolisian -Daerah maupun Dinas
Tramub_ atau Satpoi PP -Pemda ter-
masuk.di dalamnya. :

* Kedua, kebijakan yang tidak secara
iéa'rigsung* ‘dan " idak terfokus me-
nyangkut kambibmas namun tetap ada
kaitannya. Kebijakan mengenai Jaring
Pengaman Sosial (JPS), misalaya, secara
terbatas tentnr ada kaitannya dengan
kebutuhan menmptakan situasi aman

_'diambll kebljakan A dar _
_ bljakan B, maka pada fase ﬂnplementasl

dibicarakan mengenai mengapa hendak

: chbicarakan tentang seberap '-;_eﬁsrx:n

dan efckufkah suaty kebqakan'.dﬂak—

_sanakan Temkhlr pada fase evaluasi,

dlka}l mengenai tepat. atau _daknya
suatu kebijakan terhadap sasaxan atau

target yang chbidm dan Iangkah se-
_'-1aﬂ;utnya R :

_-_mentasl maupun evalua51 dapat diper- '

kirakan bahwa akan amat dipengaruhi
oleh situasi yang. lebih- besar; makro
dan yang mengelilingi para pembuat
kebijakan kamtibmas tersebut. Maka,
selalu mungkin, dalam pmktékﬁjfé:kcﬁga
fase tersebut tidak tetjadi secara ber-
samaan atau simultan. Bahkan, bet-
kaitan dengan fase evaluasi, hampir
sclalu diabaikan oleh per’aii{:ﬁﬁg ke-
bijakan bidang kamtibmas’ ::déngan
pertimbangan sebagai berikut: Satu,
akan merusak nama baik mstansz ter-
tentu. Dua, telah tezlampéu:'banyak
sumber daya yang dikeluarkan sehingga
tidak mungkin berhent. Ketzga ter-
dapainya kebutuhan msnclptakan
proyek—pzoyek baru demi mengalirnya
anggaran yaog leblh banyak

"'"dan tertib ketika banyak orang sedarigww

menganggur dan yang selalu mungkin
tergiur oleh dunia kejahatan.

Baik terhadap format yang
langsung maupun tidak langsung, maka
setiap produk kebijakan bidang kamtib-
mas s&vogyanya juga menempuh tiga
foge utama; hﬁmhmmwlgybgalgm s fnse.

formulasi fase implementasi maupun

fase evaluasi, Bila dalam fase formudasi

Mengacu pada pengalaman e
bijakan berkaitan deagan tawuran
pelajar, misalnya, ditemukaﬁ_ hasil
penelitian (Adrianus, 2000)  bahwa
pihak-pihak yang terkait dengan pem-
buatan kebijakan dalam hal pencegahan
dan pengurangan fenomena ini memang
tidak-melakkan ketipa hal-di atas Bile—
tiga prinsip tersebut saja tidak dilakukan,
apalagi melakukan sesuatu yang bersifat




| stmteg15 dan pendukung seperti koor-
dinasi dalam tugas dan beban, komu-
m_kz_z_s;_antar elemen, konsistensi ke-
gbijél:iiﬁ"dah'lain' lain. Alhasil, target
kebl}akan, yakm tercegah atau ber-
kurangnya suatufennomena kejahatan
atau. zz:penyimpangara {(dalam hal ini

tawu 1) tidak akan tercapai.

St :_apat dlarnatz bahwa kebijakan

di bldang kamubmas juga tidak terlepas
* dari “penyakit” yang dialami oleh bet-
bagm kebijakan di bidang-bidang lain
seb'agai'berikut:
- . Dirancang dan diaplikasikan dengan
""'f'-s'"éﬁizinga't"’“asal ada yang dikerja-
“kan L_uahtas dan akuntabilitas
':’"-:tldak ter aga sama sekali.

2. '.;-__Kuatnya motivasi “proyek” dibalik

E kebijakan:-dan juga penerapan-
nya; maka begitu proyek selesai,
dimenst keberlangsungan (susiai-

- nabzlty)y tidak ada sama sekali

.~ schingga selesal pulalah seluruh
kegtatan. - -

- 3. Kecenderungan kerja sektoral
dalam perancangan kebijakan mau-

pun aplikasinya; karena cenderung
- melihat kamtibmas sebagai sebab
N dan bukannya aiubat

orang yang paling lemah dan tak_':i-g_'.f..

mampu melawan. -

kejahatan).

*  Menambah polisi tidak akan me-i-?-”-'

ngurangi kejahatan

*
akan mengurangi kejahatan
PENUTUP

Utraian panjang lebar di atas ..

memang banyak menyajikan sesuatu
yang diluar dugaan dan bahkan ber-
tentangan dengan pendapat orang pada

umumnya perihal bagaimana membuat_ _
dan melaksanakan kebijakan di bidang '

kamtibmas.

Dewasa ini, demikian pula di
waktu-waktu mendatang, semakin tak
terelakkan situasi dimana pertanggung-

jawaban kepada hukum dan publik

pada umumnya menjadi semakin

penting dalam rangka mewujudkan .

masyarakat sipil (cvd/ society). Ketika
itulah situasi tercapainya “tata peme-
rintahan yang baik” (good govermance

: “Terakhir,” yang juga perlu dl—
komentan perihal kebijakan bidang
- kamtibmas adalah mengenat keluasan
wﬁwasafi para perancangnya berkaitan
~ dengan beberapa paradoks yang, bila
 tidak diindahkan, dapat mengakibatkan

- kesia-siaan (redundarzcy) yang signifikan.
: -Dﬂs‘ﬂf;f\i?(‘ ook

Peningkatan kinerja reserse pada . ..
dasarnya tidak akan mempengaruhi ..

apapun (baik angka kejahatan atay-
pun angka penyelesaian kasusa_;_-'-':'_

Penambahan berat hukuman titiﬁk .'

institution) tercapai datam bentak aparat

yang makin akuntabel, transparan, jujur,
adil dan seimbang, Masyarakat sipil itu
sendiri dapat didefinisikan sebagai ke-
hidupan sosial yang terorganisasi dan
bericirikan antara lain kesukarelaan
(voluntary), keswasembadaan (se/f-gener-
ating) dan keswadayaan (self-supporting),

aka 1
rsedut onuasm OO

Bahwa kalangan yang paling
banyak menjadi korban adalah

memiliki kemandinan tinggl saat ber--

hadapan dengan negara serta memiliki
ketertkatan dengan norma-norma atau




._.mlai—mlai hukum yang dllkutl ‘oleh
: was:ganya (I—hkarn 1996)

L _Didu.ga kuat sepcrtl telah ditirai-
L parat kamubmas dewasa
: Z;m kurang baﬁyak tersenmh oleh ide-
..1de progresxf sepertl mcmperkuat
masyamkat 51p11” dan tata peme-

- 'era refoz:masl seperu sekarang, seharus—

__'-_nya menj ch'capman utama mengmgat
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